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Abstrak 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) mendiskripsikan hambatan-hambatan 
guru SMA dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 pada mata pelajaran PPKn di Kabupaten 
Jombang, 2) mendiskripsikan solusi dari hambatan-hambatan guru SMA dalam 
mengimplementasikan kurikulum 2013 pada mata pelajaran PPKn di Kabupaten Jombang. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan lokasi penelitian di MGMP PPKn 
Kabupaten Jombang. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket, wawancara, dan 
dokumentasi. Pengambilan sampel dalam penelitian didasarkan pada jumlah guru PPKn yang 
tergabung dalam MGMP PPKn Kabupaten Jombang yaitu sebanyak 23 guru. Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa implementasi kurikulum 2013 di SMA Negeri Kabupaten Jombang masih 
terdapat hambatan. Sebanyak 23, 91% guru mengalami kesulitan dalam perencaan pembelajaran, 
kemudian guru mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan prosentase  32,17%,  
sebanyak 28,98% guru masih jarang mengembangkan instrument penilaian, kurang lengkapnya 
sarana di sekolah yaitu sebesar 26,08%, dan buku pelajaran (buku siswa) yang sering mengalami 
keterlambatan pengiriman dengan prosentase sebesar 100%. Solusi dalam mengatasi hambatan 
guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 pada mata pelajaran PPKn di Kabupaten 
Jombang yaitu dengan adanya diklat dan sosialisasi tentang kurikulum 2013 akan membantu guru 
dalam memahami tentang kurikulum 2013. Guru juga mengembangkan materi pembelajaran 
dengan tidak hanya berpaku pada buku guru dan buku siswa saja akan tetapi mencari referensi dari 
buku dan internet. Guru juga harus pandai dalam memilih model-model pembelajaran, karena 
tidak semua model pembelajaran sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Untuk buku siswa 
yang mengalami keterlambatan pengiriman, bapak/ibu guru MGMP PPKn menyusun buku 
KLKPD sebagai pengganti buku siswa di sekolah.   
Kata Kunci: implementasi kurikulum 2013, mata  pelajaran  PPKn 
Abstract 
The goal of this research are: 1) describe the obstacles high school teachers in implementing the 
curriculum in 2013 on the subjects pancasila and civic education in Jombang, 2) describe the 
obstacles to a solution of high school teachers in implementing the curriculum in 2013 on the 
subjects pancasila and civic education in Jombang, This research is a quantitative research, with 
research sites in MGMP pancasila and civic education Jombang. Data was collected using 
questionnaires, interviews, and documentation. Sampling in research based on the number of 
teachers who are members of the MGMP PPKn pancasila and civic education Jombang as many as 
23 teachers. Results of this study concluded that the implementation of the curriculum in 2013 in 
Senior high school  Jombang there are still obstacles. A total of 23, 91% of teachers have difficulty 
in planning learning, then teachers have difficulties in the implementation of learning with a 
percentage of 32.17%, a total of 28.98% of the teachers are still rarely develop assessment 
instruments, incomplete facilities at the school in the amount of 26.08%, and textbooks (student 
book) are often delayed delivery with a percentage of 100%. Solutions to overcome barriers to 
teachers in implementing the curriculum in 2013 on the subjects pancasila and civic education in 
Jombang, namely the existence of training and dissemination of the 2013 curriculum will help 
teachers to understand more about the curriculum in 2013. She also develop learning material with 
not only the nail on the teacher and student books book alone but seek references from books and 
the internet. Teachers also must be clever in choosing learning models, since not all the models of 
learning in accordance with the material to be taught. To book students who experience delays in 
delivery, MGMP teacher PPKn KLKPD compiled a book instead of a book students at school. 
Keywords: curriculum implementation in 2013, subject pancasila and civic education  
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       PENDAHULUAN  
Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu usaha 
sadar dalam menyiapkan generasi muda supaya 
mempunyai intelektual yang baik. Pendidikan 
mampu mendorong  peningkatan kualitas sumber 
daya manusia yang mampu menentukan 
keberhasilan dari pembangunan suatu negara. 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya dan 
masyarakat (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 
1 ayat a). 
Seiring dengan perkembangan global, 
persaingan pasar bebas, dan tuntutan perkembangan 
ilmu pengetahuan, dan teknologi, khususnya 
teknologi informasi dan komunikasi yang semakin 
hari semakin canggih, pendidikan dihadapkan pada 
sejumlah tantangan yang semakin berat. Salah satu 
tantangan dalam dunia pendidikan yaitu pendidikan 
hendaknya mampu menghasilkan sumber daya 
manusia yang memiliki kompetensi yang utuh. 
Untuk itu, seiring dengan perkembangan dan 
perubahan yang terus menerus terjadi, perlu adanya 
perubahan sistem pendidikan nasional termasuk 
pergantian kurikulum untuk menghasilkan lulusan 
yang kompeten dalam berbagai bidang dan mampu 
bersaing dengan perkembangan zaman.  
Kehidupan dalam era global menuntut  berbagai 
perubahan yang bersifat mendasar perubahan–
perubahan tersebut antar lain: perubahan dari 
pandangan kehidupan masyarakat lokal ke 
masyarakat global, perubahan dari kohesi sosial 
menjadi partisipasi demokratis, dan perubahan dari 
pertumbuhan ekonomi ke perkembangan 
kemanusiaan (Mulyasa,2013:2). Untuk 
melaksanakan berbagai perubahan tersebut, sejak 
tahun 1998 UNESCO telah mengemukakan dua 
basis landasan yaitu pertama, pendidikan harus 
diletakkan dalam empat pilar yaitu belajar 
mengetahui (learning to know), belajar melakukan 
(learning to do), belajar hidup dalam kebersamaan 
(learning to live together), dan belajar menjadi diri 
sendiri (learning to be).dan yang  kedua, belajar 
seumur hidup (life long learning) (Dalam Mulyasa 
2013:2). 
Menurut Widiastono (2004:22) pendidikan 
menyiapkan warga negara menjadi partisipan aktif 
dalam pembangunan bangsa dan negara. Didalam  
 
nasionalisme atau faham kebangsaan terkandung 
kesadaran akan kesatuan sosial baru yang disebut 
bangsa, yang lingkupnya mengatasi kesatuan 
primordial, yang lebih sempit yang didasarkan atas 
kesamaan agama, suku,budaya, bahasa.  
Upaya meningkatkan kualitas pendidikan di 
Indonesia, secara terus menerus dilakukan seperti 
dengan melakukan perubahan pada kurikulum. Di 
Indonesia sudah terjadi beberapa kali pergantian 
kurikulum. Kurikulum yang diterapkan di Indonesia 
diantaranya yaitu rencana pelajaran 1947, rencana 
pelajaran terurai 1952, kurikulum 1968, kurikulum 
1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994 dan 
suplemen  kurikulum 1999, kurikulum 2004 (KBK), 
Kompetensi Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  
2006, dan kurikulum 2013.  
Setiap perubahan kurikulum  selalu menjadi 
harapan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. 
Dengan adanya perubahan dalam dunia pendidikan 
terutama untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa 
dan bernegara, namun tentu harus dipahami bersama 
se ideal apapun kurikulum yang diterapkan kalau 
berdasarkan dari setiap stakeholder untuk 
membangun dunia pendidikan kurang, tentu sangat 
susah untuk membangun dunia pendidikan yang 
ideal (Http://m.kompasiana.com). 
  Menurut pendapat Kusuma (2014), Pemaksaan 
Kurikulum 2013 yang digegas tanpa persiapan 
memadai bukan hanya mematikan kreativitas yang 
sudah coba ditumbuhkan melalui KTSP, melainkan 
akan jatuh terpuruk pada kesalahan sama: gagal 
memahami roh pendidikan baru dan jatuh pada 
sekadar formalitas karena absennya keterampilan 
pendidik. Gejala kembalinya pada formalitas sudah 
terlihat saat guru mengisi kolom rapor penilaian 
semester gasal Kurikulum 2013 dalam Sistem 
Informasi Penilaian (SIP) yang didesain tanpa 
memahami realitas dan kondisi para guru. Kerumitan 
penilaian dan banyaknya item yang perlu diobservasi 
membuat guru akhirnya mempergunakan metode 
lama dalam menilai siswa (Kompas, 21 Januari 
2014).  
  Sedangkan menurut Buchori (2013) 
mengungkapkan bahwa kurikulum 2013 memiliki 
pertentangan makna, bahkan dalam penjelasannya itu 
sendiri. Alasan untuk mengubah kurikulum lebih 
didorong oleh masalah yang dihadapi generasi muda 
seperti perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, 
maupun plagiarisme, sedangkan hal itu tidak terkait 
langsung dengan kurikulum. Proses pembelajaran 
berpusat pada peserta didik atau student centered 
active learning. Meski konsep tersebut sudah benar, 
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penjabaran selanjutnya ternyata bertolak belakang. 
Misalnya siswa sudah dibebani tuntutan berbagai 
macam kompetensi. Pemerintah yang memiliki 
kendali dalam menyusun dan melaksanakan 
kurikulum justru bertentangan dengan azas 
meritokrasi atau mendasarkan diri pada potensi 
peserta didik (http://edukasi.kompas.com). 
  Dalam mengimplementasikan   kurikulum 2013 
tidaklah mudah, akan ada suatu pro dan kontra. 
Dengan kata lain, perbedaan yang ada pada 
kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013 akan ada 
suatu hambatan dalam pelaksanaanya. Hal ini karena 
dalam pelaksanaan kurikulum  2013, berhubungan 
dengan aspek dalam sistem pendidikan baik aspek 
instrumental, proses,maupun environmental input. 
Dalam kaitannya dengan instrumental input, 
berhubungan dengan guru sebagai ujung tombak 
pelaksana kurikulum di lapangan dan bahan ajar 
sebagai sumber belajar. Dalam environmental input, 
pemberlakuan kurikulum akan berhubungan dengan 
sarana dan prasarana pembelajaran yang termasuk 
dalam perangkat TIK.  
Dalam penelitian ini, peneliti lebih 
memfokuskan pada hambatan guru  dalam 
implementasi kurikulum  2013 pada  mata pelajaran 
PPKn di SMA Negeri se Kabupaten Jombang. 
Dimana ada 12 SMA Negeri yang ada di kabupaten 
Jombang.  Keberhasilan dari pelaksanaan kurikulum 
2013 sangat tergantung dari guru sebagai ujung 
tombak dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Apabila 
kurikulum yang dibuat kurang baik, akan tetapi guru 
– gurunya bermutu niscaya akan menghasilkan 
pendidikan yang bagus. Akan tetapi jika kurikulum 
yang tercipta baik, akan tetapi guru yang 
menjalankan kurikulum tidak menyukai perubahan 
sekaligus cara mengajarnya tetap saja menggunakan 
cara yang lama maka proses pendidikan akan 
berjalan dengan lambat.  
Implementasi kurikulum 2013 di Kabupaten 
Jombang  sebelum adanya surat edaran 
Mendikdasmen No. 179342/MKP/KR/2014 tanggal 
5 Desember 2014 yaitu tentang  pemberhentian 
sementara kurikulum 2013.  Pada mulanya semua 
SMA Negeri di Kabupaten Jombang telah 
mengimplementasikan kurikulum 2013. Akan tetapi 
setelah adanya surat edaran tersebut, maka pada 
tahun pelajaran 2015/2016 hanya ada 6 sekolah saja 
yang mengimplementasikan kurikulum 2013. 
Sekolah tersebut adalah SMA Negeri 1 Jombang, 
SMA Negeri 2 Jombang, SMA Negeri 3 Jombang, 
SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo, SMA Negeri 
Jogoroto, SMA Negeri Mojoagung. Sedangkan 
sekolah yang lainnya kembali pada kurikulum 
sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 (KTSP).  
George Edward melihat implementasi kebijakan 
sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat 
banyak faktor yang saling berinteraksi dan 
mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-
faktor tersebut diperlukan guna dapat mengetahui 
bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap 
implementasi.Faktor communication, resources, 
disposition, dan Bureucratic structure Empat faktor 
menurut George Edward III yang berperan penting 
dalam implementasi, faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 
implementasi kebijakan yaitu. (Widodo, 2011:96-
110).Komunikasi merupakan proses penyampaian 
informasi dari komunikator kepada komunikan. 
Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti 
merupakan proses penyampaian informasi kebijakan 
dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada 
pelaksana Kebijakan (policy implementors) 
(Widodo, 2011:197).  
Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber 
yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan 
implementasi kebijakan. Sumberdaya ini mencakup 
sumberdaya manusia, anggaran, fasilitas yang dijelaskan 
sebagai berikut: Sumberdaya yang cukup dapat dilihat 
dari kualitas dan kuantitas. Kualitas berkaitan dengan 
ketrampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi 
dibidangnya. Sedangkan kuatitas berkaitan dengan 
jumlah sumberdaya manusia apakah sudah cukup untuk 
melingkupi seluruh kelompok sasaran.  
 Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atas 
suatu progam atau kebijakan untuk menjamin 
terlaksananya kebijakan. Anggaran berfungsi untuk 
membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan dalam 
hal ini berfungsi untuk memenuhi peralatan yang 
diperluka 
Fasilitas atau sarana prasarana merupakan salah satu 
faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. 
Pengadaan fasilitas layak seperti gedung, peralatan kantor 
akan menunjang keberhasilan suatu progam. 
Struktur organisasi memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap implementasi kebijakan . Aspek 
struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu 
mekanisme dan struktur  birokrasi itu sendiri. Aspek 
pertama adalah mekanisme implementasi kebijakan 
biasanya sudah dibuat pedoman. Pedoman bagi setiap 
implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan 
kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran 
kebijakan. Struktur birokrasi adalah struktur pembagian 
kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang 
bersangkutan, dan hubungan anatara organisasi lain. 
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METODE 
Penelitian ini menggunakan jenis  penelitian kuantitatif. 
Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam 
melakukan   penelitian untuk memperoleh  data yang 
diinginkan. Penelitian ini  dilakukan di MGMP PPKn. 
Dalam pelaksanaan MGMP PPKn tersebut dilakukan 
secara bergiliran dan sesuai dengan jadwal yang telah 
ditentukan.Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
guru PPKn SMA Negeri di Kabupaten Jombang yang 
sudah pernah mengimplementasikan kurikulum 2013. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada 
jumlah guru PPKn yang tergabung dalam MGMP di 
Kabupaten Jombang  yaitu berjumlah 23 guru.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kuantitatif, sehingga hanya memiliki satu variabel bebas 
yaitu hambatan guru dalam implementasi kurikulum 
2013 pada mata pelajaran PPKn di Kabupaten 
Jombang.Definisi operasionalnya adalah sebagai berikut: 
Hambatan guru dalam implementasi kurikulum 2013 
pada mata pelajaran PPKn Merupakan hambatan-
hambatan yang dihadapi guru dalam 
mengimplementasikan kurikulum 2013 pada mata 
pelajaran PPkn. Mata pelajaran PPKn merupakan mata 
pelajaran yang memfokuskan pada pengembangan nilai 
luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa 
Indonesia yang diharapkan dapat  diwujudkan dalam 
bentuk perilaku peserta didik dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan 
dalam penelitian ini adalah  angket, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data penelitian adalah 
deskriptif presentase. Analisis deskriptif presentase 
digunakan untuk mengetahui persentase tiap-tiap faktor 
berdasarkan skor jawaban responden dengan rumus: 
 
Yang mana:  
P= Prosentase frekuensi dari tiap jawaban responden  
f = Frekuensi tiap jawaban dari responden  
N= Jumlah responden 
 (Ali, 1994:186) 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian  
Hambatan Guru SMA Dalam Mengimplementasikan 
Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran PPKn Di 
Kabupaten Jombang 
Berdasarkan data angket yang dihasilkan melalui 
penelitian, diperoleh gambaran adanya hambatan guru 
SMA dalam implementasi kurikulum 2013 pada mata 
pelajaran PPKn di Kabupaten Jombang. Berikut ini 
adalah hasil angket dari hambatan guru dalam 
implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran PPKn 
di kabupaten Jombang: 
Indikator  pertama  dalam analisis ini adalah 
mengenai kemampuan guru dalam menerapkan 
kurikulum 2013. Dari indikator tersebut diperoleh hasil 
yang disajikan dalam Tabel 1 berikut: 
Tabel 1 Kemampuan Guru Dalam Menerapkan 
Kurikulum 2013 
No Pernyataan 
Prosentase Jawaban 
Sangat 
mudah 
Mudah Sulit 
Sangat 
sulit 
1. Saya memahami serta 
menguasai penerapan 
kurikulum 2013 dalam 
proses pembelajaran 
PPkn 
 
13,04% 
 
52,17% 
 
34,78% 
 
0% 
2. Saya melibatkan 
peserta didik untuk 
terlibat aktif selama 
proses pembelajaran 
 
13,04% 
 
65,21% 
 
21,73% 
 
0% 
3. Dalam menyusun RPP 
sesuai dengan 
kurikulum 2013 
 
17,39% 
 
69,59% 
 
13,04% 
 
0% 
4. Mengembangkan atau 
memperkaya materi 
pembelajaran dari 
berbagai sumber 
seperti media cetak, 
surat kabar maupun 
media elektronik dari 
televise, radio, dan 
melalui internet seperti 
tuntutan kurikulum 
2013 
 
13,04% 
 
69,59% 
 
17,39% 
 
0% 
  Prosentase Jawaban 
Selalu Sering Jarang 
Tidak 
Pernah 
11. Melaksanakan 
pembelajaran PPKn 
sesuai dengan alokasi 
waktu yang telah 
direncanakan 
sebelumnya pada RPP 
 
31,13% 
 
43,47% 
 
17,39% 
 
0% 
  Prosentase Jawaban 
Sangat 
menguasai 
Menguasai 
Kurang 
menguasai 
Tidak 
mengua
sai 
28 Saya menguasai dan 
memahami materi 
mata pelajaran PPKn 
dalam kurikulum 
2013 
 
21,73% 
 
65,21% 
 
13,04% 
 
0% 
 
Berdasarkan Tabel 1 tentang indikator kemampuan 
guru dalam menerapkan kurikulum 2013, dari 23 
responden sebanyak 8 reseponden atau sebesar 34,78% 
menyatakan sulit dalam pemahamaan dan penguasaan 
penerapan kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran 
PPKn yaitu pada pernyataan item nomor  1. Kemudian, 
guru juga mengalami kesulitan dalam melibatkan peserta 
didik untuk terlibat aktif selama proses pembelajaran 
dengan prosentase sebesar 21, 73% atau sebanyak 5 
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responden dengan pernyataan item nomor 2.  Untuk item 
nomor 3 dengan pernyataan “ dalam menyusun RPP 
sesuai dengan kurikulum 2013” hanya ada 3 responden 
atau sebanyak 13, 04% responden yang mengalami 
kesulitan dalam menyusun RPP sesuai dengan kurikulum 
2013. Artinya bahwa dari 23 responden, 20 responden 
menyatakan mudah dalam menyusun RPP sesuai dengan 
kurikulum 2013.  
Untuk item nomor 4, dengan pernyataan 
“mengembangkan atau memperkaya materi pembelajaran 
dari berbagai sumber seperti media cetak, surat kabar 
maupun media elektronik dari televisi, radio, dan melalui 
internet seperti tuntutan kurikulum 2013” dari 23 
responden hanya ada 4 responden saja yang mengalami 
kesulitan dalam mengembangkan atau memperkaya 
materi pembelajaran dari berbagai sumber seperti media 
cetak, surat kabar maupun media elektronik dari televisi, 
radio, dan melalui internet seperti tuntutan kurikulum 
2013 atau sebesar 17,39%. Kemudian, untuk item nomor 
11, dengan pernyataan “Melaksanakan pembelajaran 
PPKn sesuai dengan alokasi waktu yang telah 
direncanakan sebelumnya pada RPP”. Sebanyak 17,39% 
responden menyatakan jarang dalam melaksanakan 
pembelajaran PPKn sesuai dengan alokasi waktu yang 
telah direncanakan sebelumnya pada RPP. Artinya 
bahwa, dari 23 responden hanya 4 responden saja yang 
jarang dalam melaksanakan pembelajaran PPKn sesuai 
dengan alokasi waktu yang telah direncanakan 
sebelumnya pada RPP. Sedangkan untuk item nomor 28,  
guru juga mengalami kesulitan dalam penguasaan dan 
pemahaman materi pembelajaran PPKn dalam kurikulum 
2013 dengan perolehan prosentase sebesar 13,04% . 
artinya bahwa, dari 23 responden, hanya 3 responden saja 
yang menyatakan kurang menguasai dalam penguasaan 
dan pemahaman materi pembelajaran PPKn dalam 
kurikulum 2013.  
Berdasarkan hasil analisis angket tentang indikator 
kemampuan guru dalam menerapkan kurikulum 2013, 
masih terdapat hambatan-hambatan. Hambatan yang 
pertama yaitu sebanyak 8 responden  masih mengalami 
kesulitan dalam pemhamahan dan penguasaan penerapan 
kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran PPKn. Hal 
ini dikarenakan bahwa guru sudah terbiasa dengan 
kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2006 (KTSP), 
sehingga guru harus beradaptasi dengan kurikulum 2013. 
Selain itu, peserta didik itu sulit untuk menganalisis dan 
menalar  fakta dan konsep yang ada pada materi 
pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pemaparan dari 
Bapak Nuswantoro sebagai berikut:  
“… kurikulum 2013 itu kan kurikulum yang 
masih baru mbak, ketika kurikulum 2013 
baru diimplementasikan  jadi sebagai guru 
saya membutuhkan waktu untuk beradaptasi. 
Kurikulum 2006 kan berbeda dengan 
kurikulum sebelumnya. tapi setelah lambat 
laun saya sudah mulai terbiasa. Peserta didik 
juga sulit mbak untuk menganalisis dan 
menalar konsep dan fakta dalam materi 
pembelajaran. Jadi saya juga harus 
membiasakan peserta didik supaya terbiasa 
dengan kurikulum 2013”. (Jombang, 15 Mei 
2015)  
Dalam melibatkan peserta didik untuk terlibat aktif 
dalam pembelajaran, sebanayak 5 responden masih 
mengalami kesulitan dalam melibatakan peserta didik 
untuk aktif dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan 
bahwa ketika kegiatan pembelajaran PPkn, peserta didik 
harus aktif dan guru sebagai fasilitator dan motivator. 
Peserta didik harus mencari sumber pembelajaran dari 
berbagai sumber seperti dari internet. Wifi yang ada di 
sekolah mempunya kecepatan dalam mengakses yang 
kurang cepat, sehingga untuk mencari materi 
pembelajaran di internet menjadi terhambat. Kemampuan 
yang dimiliki peserta didik juga berbeda-beda, ada 
peserta didik yang antusias sekali dan mudah untuk 
diajak aktif. Ada pula peserta didik yang sulit untuk 
diajak aktif, sehingga guru harus pandai untuk mengajak 
peserta didik yang pasif  menjadi aktif dalam 
pembelajaran. Seperti dengan memeberikan tayangan 
video yang sesuai dengan materi pembelajaran, peserta 
didik akan menjadi tertarik untuk mengikuti 
pembelajaran. Hal ini sesuai dengan penuturan dari 
bapak Nuswantoro sebagai berikut: 
“…dalam kurikulum 2013, guru berperan 
sebagai motivator dan fasilitator. Peserta 
didik harus aktif dalam pembelajaran. 
Peserta didik itu mbak saya suruh mencari 
refensi materi dari internet maupun dari 
sumber lain. Kalau wifi yang ada di 
sekolah itu mbak loadingnya lama, jadi ya 
agak terhambat juga. Kemudian, 
kemampuan peserta didik itu berbeda-beda 
mbak. Ada yang aktif dalam pembelajaran 
ada juga yang pasif dalam 
pembelajaran.Nah, dalam pembelajaran itu 
saya tampilkan video pembelajaran yang 
sesuai dengan materi. Sehingga peserta 
didik itu menjadi aktif semua”. (Jombang, 
15 Mei 2015) 
Dalam menyusun perangkat pembelajaran sesuai 
dengan kurikulum 2013, sebanyak 3 responden 
mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan waktu 
mengajar di sekolah yang sudah penuh dari pagi hari 
hingga sore hari sehingga guru sudah payah. Artinya 
bahwa guru kurang mempunyai waktu yang cukup 
dalam menyusun perangkat pembelajaran, meskipun di 
buku guru sudah ada. Hal ini sebagaimana sesuai 
dengan penuturan dari Bapak Nuswantoro sebagai 
berikut: 
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“… untuk menyusun  perangkat 
pembelajaran (RPP) itu sebenanya tidak 
terlalu sulit mbak, karena di buku guru itu 
sudah ada panduannya. Akan tetapi, 
sebagai guru kan saya mengajar dari pagi 
hari sampai sore. Tentunya saya juga sudah 
payah. Sehingga untuk menyusun 
perangkat pembelajaran secara optimal itu 
saya kurang mempunyai waktu yang 
cukup”. (Jombang, 15 Maei 2015) 
 
Indikator  kedua  dalam analisis ini adalah tentang 
strategi pembelajaran dalam kurikulum 2013. Dari 
indikator tersebut diperoleh hasil yang disajikan dalam 
Tabel 2 berikut: 
Tabel 2 Strategi Pembelajaran Dalam Kurikulum 2013 
No Pernyataan 
Prosentase Jawaban 
Sangat 
mudah 
Mudah Sulit 
Sangat 
sulit 
6 Menerapkan pendekatan 
saintifik dalam 
pembelajaran PPKn 
 
8,69% 
 
56,52% 
 
34,78% 
 
0% 
7 Menerapkan model 
pembelajaran inquiry 
dalam pembelajaran 
PPkn 
 
8,69% 
 
60,89% 
 
30,43% 
 
 
0% 
8 Menerapkan model 
pembelajaran problem 
based learning dalam  
pembelajaran PPKn  
 
26,08% 
 
47,82% 
 
26,08% 
 
0% 
9 Menerapkan model 
pembelajaran project 
based learning  dalam 
pembelajaran PPKn  
 
13,04% 
 
52,17% 
 
34,78% 
 
0% 
10 Menerapkan model 
pembelajaran discovery  
dalam pembelajaran 
PPKn  
 
17,39% 
 
47,82% 
 
34,78% 
 
0% 
 
Berdasarkan Tabel 2 dengan indikator strategi 
pembelajaran dalam kurikulum 2013 yang terdiri 5 item 
pernyataan, dari 23 responden sebanyak 8 responden 
menyatakan sulit dalam menerapkan pendekatan saintifik 
dalam pembelajaran PPKn atau sebesar 34,78% dengan 
permyataan item nomor 6. Kemudian untuk item nomor 7 
dengan pernyataan ”menerapkan model pembelajaran 
inquiry dalam pembelajaran PPKn, dari 23 responden 
sebanyak 7 responden mengalami kesulitan dalam 
menerapkan model pembelajaran inquiry dalam 
pembelajaran PPKn 30,43% atau dengan prosentase 
sebesar. Guru juga mengalami kesulitan dalam 
menerapkan model pembelajaran problem based learning 
dalam pembelajaran PPKn dengan prosentase sebesar 
26,086%. Artinya bahwa dari 23 responden, 6 responden 
mengalami kesulitan dalam menerapkan model 
pembelajaran problem based learning dalam 
pembelajaran PPKn.  
Pada item nomor 9 dengan pernyataan “menerapkan 
model pembelajaran project based learning dalam 
pembelajaran PPKn” sebanyak 8 responden atau sebesar 
34, 78% menyatakan kesulitan dalam menerapkan model 
pembelajaran project based learning dalam pembelajaran 
PPKn. Artinya bahwa dari 23 responden, 15 responden 
menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam 
menerapkan model pembelajaran project based learning 
dalam pembelajaran PPKn. Dalam menerapkan model 
pembelajaran discovery dalam pembelajaran PPKn, guru 
juga mengalami kesulitan. Yaitu dengan prosentase 
sebesar 34, 78%. Artinya bahwa dari 23 responden, 8 
responden mengalami kesulitan dalam  menerapkan 
model pembelajaran discovery dalam pembelajaran 
PPKn.  
Berdasarkan hasil analisis angket tentang indikator 
strategi pembelajaran dalam kurikulum 2013, masih 
terdapat hambatan-hambatan. Hambatan yang pertama 
yaitu sebanyak 8 responden mengalami kesulitan dalam 
menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran 
PPKn. Hal ini dikarenakan bahwa peserta didik sulit 
untuk mengkonstruksikan makna atau sulit dalam 
membangun pengetahuan dalam pembelajaran PPKn. 
Sebelum mengimplementasikan kurikulum 2013, peserta 
didik sudah terbiasa diberikan informasi oleh guru. 
Dengan adanya kurikulum 2013, peserta didik harus di 
tuntut aktif dalam pembelajaran. Hal ini sebagaimana 
sesuai dengan penuturan dari Bapak Nuswantoro sebagai 
berikut:  
“…peserta didik itu sulit mbak untuk 
mengkonstruksikan makna. Pada 
kurikulum sebelumnya peerta didik yang 
diberikan informasi oleh guru. Kalau 
sekarang kan peserta didik yang harus 
aktif dalam pembelajaran.” (Jombang, 15 
Mei 2015)  
Dalam menerapkan model pembelajaran inquiry dalam 
pembelajaran PPKn sebanyak 7 responden mengalami 
kesulitan. Model pembelajaran inquiry merupakan 
pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh 
kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki 
sesuatu secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga 
peserta didik dapat merumuskan sendiri hasil 
penemuannya. Dalam pembelajaran PPKn, model 
pembelajaran inquiry lebih menekankan guru berperan 
sebagai fasilitator peserta didik untuk belajar. Guru 
mengalami kesulitan dalam menerapkan model 
pembelajaran inquiry karena peserta didik sulit untuk 
menemukan sendiri konsep yang ada pada materi 
pembelajaran. Kemudian, wifi yang ada di sekolah kurang 
cepat apabila digunakan untuk mengakses dari internet 
membuat peserta didik menjadi kesulitan dalam mencari 
materi dari internet. Buku-buku yang ada di perpustakaan 
Hambatan Guru SMA Dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013  
 
juga masih terbatas. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari 
Bapak Nuswantoro sebagai berikut:  
“… peserta didik kusulitan dalam menemukan 
sendiri konsep yang ada pada materi 
pembelajaran. Jadi kalau saya menerapkan 
model pembelajaran inquiry, peserta didik 
agak kesulitan. Karena wifi di sini juga 
lemmot dan buku di perpustakaan juga terbatas 
mbak.” ( Jombang, 15 Mei 2015) 
 Dalam menerapkan model pembelajaran problem 
based learning dalam pembelajaran PPKn, sebanyak 6 
responden mengalami kesulitan. Hal ini karena tidak 
semua peserta didik mempunyai laptop sendiri-sendiri. 
Peserta didik menjadi kesulitan apabila ingin mencari 
refensi dari internet, peserta didik yang mempunyai laptop 
hanya beberapa saja. Apabila diberikan contoh kasus 
misalnya saja tentang kasus pengingkaran hak dan 
kewajiban, disini peserta didik memecahan permasalahn 
yang ada dengan berdiskusi dalam kelompok. Dalam 
berdiskusi tersebut tidak semua peserta didik aktif dalam 
pembelajaran, hanya beberapa peserta didik saja yang 
aktif dalam pembelajaran di kelas. Hal ini sebagaiman 
penuturan dari Bapak Nuswantoro sebagai berikut:  
“… kalau untuk model pembelajaran 
problem based learning itu mbak, saya agak 
sulit karena peserta didik tidak semuanya 
mempunyai laptop. Jadi kalau ingin browsing  
tidak semuanya bisa mengakses internet. 
Misalnya saja saya kasih contoh kasus 
pengingkaran hak dan kewajiban kemudian 
peserta didik saya suruh berdiskusi dengan 
kelompoknya. Akan tetapi tidak semua peserta 
didik itu aktif pada saat pembelajaran di kelas.” ( 
Jombang, 15 Mei 2015) 
Guru juga mengalami kesulitan dalam 
menerapkan model pembelajaran project based learning 
dan model pembelajaran discovery dalam pembelajaran 
PPKn. Sebanyak 8 responden menyatakan kesulitan 
dalam menerapkan model pembelajaran project based 
learning dan model pembelajaran discovery dalam 
pembelajaran PPKn. Hal ini dikarenakan model 
pembelajaran project based learning dan model 
pembelajaran discovery jarang di terapkan oleh guru 
dalam pembelajaran PPKn. model pembelajaran yang 
sering digunakan dalam pembelajaran PPKn yaitu model 
pembelajaran inquiry dan model pembelajaran problem 
based learning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3 
Penilaian Dalam Kurikulum 2013 
No Pernyataan 
Prosentase Jawaban 
Selalu Sering Jarang 
Tidak 
Pernah 
12. Mengembangkan instrumen 
penilaian observasi dalam 
pembelajaran PPKn sesuai 
dengan tuntutan kurikulum 
2013  
 
21,73% 
 
52,17% 
 
26,08% 
 
0% 
13. Mengembangkan instrumen 
penilaian diri dalam 
pembelajaran PPKn sesuai 
dengan tuntutan kurikulum 
2013 
 
4,34% 
 
52,17% 
 
43,47% 
 
0% 
15. Mengembangkan instrumen 
penilaian jurnal  dalam 
pembelajaran PPKn sesuai 
dengan tuntutan kurikulum 
2013 
 
13,04% 
 
52,17% 
 
34,78% 
 
0% 
16. Mengembangkan instrumen 
penilaian tes tulis dalam 
pembelajaran PPKn sesuai 
dengan tuntutan kurikulum 
2013 
 
30,43% 
 
62,21% 
 
4,35% 
 
0% 
17. Mengembangkan instrumen 
penilaian tes lisan dalam 
pembelajaran PPKn sesuai 
dengan tuntutan kurikulum 
2013 
 
17,39% 
 
62,21% 
 
17,39% 
 
0% 
18. Mengembangkan instrumen 
penilaian penugasan dalam 
pembelajaran PPKn sesuai 
dengan tuntutan kurikulum 
2013 
 
13,04% 
 
60,86 
 
26,08% 
 
0% 
19. Mengembangkan instrumen 
penilaian proyek dalam 
pembelajaran PPKn sesuai 
dengan tuntutan kurikulum 
2013 
 
8,69% 
 
47,82% 
 
43,47% 
 
0% 
20. Mengembangkan instrumen 
penilaian portofolio dalam 
pembelajaran PPKn sesuai 
dengan tuntutan kurikulum 
2013 
 
17,39% 
 
56,52% 
 
26,08% 
 
0% 
21. Mengembangkan instrumen 
penilaian praktik dalam 
pembelajaran PPKn sesuai 
dengan tuntutan kurikulum 
 
8.69% 
 
39,13% 
 
39,13% 
 
8,69% 
 
Berdasarkan Tabel 3 tentang penilaian dalam 
kurikulum 2013, untuk item nomor 12 dari 23 responden 
6 responden atau sebesar 26,08% responden jarang dalam 
mengembangkan instrumen penilaian observasi dalam 
pembelajaran PPKn sesuai dengan tuntutan kurikulum 
2013. Artinya bahwa hanya ada 17 responden yang sering 
dalam mengembangkan instrumen penilaian observasi 
dalam pembelajaran PPKn sesuai dengan tuntutan 
kurikulum 2013. Kemudian untuk item nomor 13 dengan 
pernyataan mengembangakan instrumen penilaian diri 
dalam pembelajaran PPKn sesuai dengan tuntutan 
kurikulum 2013.  
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Sebanyak 10 responden atau sebesar 43,47% jarang 
dalam mengembangakan instrumen penilaian diri dalam 
pembelajaran PPKn sesuai dengan tuntutan kurikulum 
2013. Artinya bahwa, dari 23 responden hanya 13 
responden saja yang sering dalam mengembangakan 
instrumen penilaian diri dalam pembelajaran PPKn sesuai 
dengan tuntutan kurikulum 2013. Untuk item nomor 15 
dengan pernyataan “ mengembangkan instrumen 
penilaian jurnal dalam pembelajaran PPKn sesuai dengan 
tuntutan kurikulum 2013, sebanyak 8 responden atau 
sebesar 34,78% jarang dalam mengembangkan instrumen 
penilaian jurnal dalam pembelajaran PPKn sesuai dengan 
tuntutan kurikulum 2013. Artinya bahwa dari 23 
responden hanya 15 responden sering dalam 
mengembangkan instrumen penilaian jurnal dalam 
pembelajaran PPKn sesuai dengan tuntutan kurikulum 
2013.   
Untuk item nomor 16 dengan pernyataan” 
mengembangkan instrumen penilaian tes tulis dalam 
pembelajaran PPKn sesuai dengan tuntutan kurikulum 
2013. Sebanyak 4,35% responden jarang dalam 
mengembangkan instrumen penilaian tes tulis dalam 
pembelajaran PPKn sesuai dengan tuntutan kurikulum 
2013. Artinya bahwa, dari 23 responden hanya ada 1 
responden saja yang jarang dalam mengembangkan 
instrumen penilaian tes tulis dalam pembelajaran PPKn 
sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Kemudian untuk 
item nomor 17 dengan pernyataan “ mengembangkan 
instrumen penilaian tes lisan dalam pembelajaran PPKn 
sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013, sebanyak 
17,39% responden jarang dalam mengembangkan 
instrumen penilaian tes lisan dalam pembelajaran PPKn 
sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Artinya bahwa, 
dari 23 responden hanya 4 responden saja yang jarang 
dalam mengembangkan instrumen penilaian tes lisan 
dalam pembelajaran PPKn sesuai dengan tuntutan 
kurikulum 2013.  
 Untuk item nomor 18 dengan prnyataan “ 
mengembangkan instrumen penilaian penugasan dalam 
pembelajaran PPKn sesuai dengan tuntutan kurikulum 
2013. Sebanyak 6 responden atau sebesar 26,08% 
responden jarang dalam mengembangkan instrumen 
penilaian penugasan dalam pembelajaran PPKn sesuai 
dengan tuntutan kurikulum 2013. Artinya bahwa dari 23 
responden hanya ada 17 responden sering dalam 
mengembangkan instrumen penilaian penugasan dalam 
pembelajaran PPKn sesuai dengan tuntutan kurikulum 
2013.   
Kemudian, untuk item nomor 19, dengan 
pernyataan “mengembangkan instrumen penilaian proyek 
dalam pembelajaran PPKn sesuai dengan tuntutan 
kurikulum 2013 “ sebanyak 10 responden atau sebesar 
43,47% jarang dalam mengembangkan instrumen 
penilaian proyek dalam pembelajaran PPKn sesuai 
dengan tuntutan kurikulum 2013. Untuk item nomor 20  
dengan pernyataan “ mengembangakan instrumen 
penilaian portofolio dalam pembelajaran PPKn sesuai 
dengan tuntutan kurikulum 2013” sebanyak 6 responden 
atau sebesar 26,08% responden jarang melakukan 
mengembangakan instrumen penilaian portofolio dalam 
pembelajaran PPKn sesuai dengan tuntutan kurikulum 
2013. Artinya bahwa, dari 23 responden hanya 17 
responden yang sering mengembangakan instrumen 
penilaian portofolio dalam pembelajaran PPKn sesuai 
dengan tuntutan kurikulum 2013. Untuk item nomor 21 
dengan pernyataan “ mengembangkan instrumen 
penialain praktik dalam pembelajaran PPKn sesuai 
dengan tuntutan kurikulum 2013” sebanayak 8,69% atau 
sebanyak 2 responden menyatakan tidak pernah dalam  
mengembangkan instrumen penialain praktik dalam 
pembelajaran PPKn sesuai dengan tuntutan kurikulum 
2013. Sedangakan sebanayak 39,13% atau sebanyak 9 
responden menyatakan jarang dalam mengembangkan 
instrumen penialain praktik dalam pembelajaran PPKn 
sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. 
Berdasarkan hasil analisis angket tentang 
indikator penilaian  dalam kurikulum 2013, masih 
terdapat hambatan-hambatan dalam pengembangan 
instrumen  penilaian. Hambatan yang pertama yaitu 
sebanyak 6 responden jarang dalam mngembangkan 
instrumen penilaian observasi dalam pembelajaran 
PPKn sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Hal ini 
karena ketika guru melakukan penilaian observasi ada 
peserta didik yang tidak masuk. Selain itu dengan 
waktu pelajaran yang terpotong oleh kegiatan sekolah 
membuat guru menjadi jarang untuk melakukan 
penilaian observasi. Jumlah peserta didik yang banyak 
membuat guru menjadi kesulitan dalam melakukan 
penilaian observasi. Hal ini sebagaimana sesuai dengan 
pernyataan dari Bapak Nuswantoro sebagai berikut: 
“…ketika melakukan penilaian observasi, 
sulitnya itu ketika ada peserta didik yang 
tidak masuk mbak. Belum lagi ada 
kegiatan sekolah yang membuat waktu 
pembelajaran menjadi terganggu. Selain 
itu jumlah peserta didik yang banyak 
membuat saya kesulitan dalam melakukan 
penilaian observasi.” (Jombang, 15 Mei 
2015)  
Selain itu, dalam mengembangkan instrumen 
penilaian diri dalam pembelajaran PPKn sesuai dengan 
tuntutan kurikulum 2013, sebanyak 10 responden 
mengalami kesulitan dalam mengembangkan 
instrumen penilaian diri. Hal ini karena penilaian diri 
merupakan penilaian dengan cara meminta peserta 
didik untuk menggunakan kekurangan dan kelebihan 
dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Dalam 
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mengisi format penilaian diri, peserta didik kadang 
menjawab dengan tidak jujur. Hasil dari penilaian diri 
tersebut tidak bisa dijadikan acuan dalam penilaian. 
Guru harus mengkroscek dengan hasil penilaian yang 
lainnya. Guru harus bisa menyesuaikan dengan 
keseharian peserta didik ketika pembelajaran PPKn. 
Penilaian diri tidak selalu dilakukan setiap pertemuan 
akan tetapi bisa diakhir KD. Hal ini sebagaimana 
penuturan dari bapak Nuswantoro sebagai berikut:  
“…peserta didik kalau mengisi format 
penilaian diri kadang tidak jujur mbak, 
jadi hasilnya tidak bisa dijadikan acuan 
dalam penilaian. Saya ya harus 
mengkroscek dengan keseharian ketika 
pembelajaran berlangsung. Kan ya bisa 
dilihat peserta didik itu sikapnya seperti 
apa. Penilaian diri kan tidak selalu 
dilakukan tiap pertemuan, bisa diakhir 
KD.” (Jombang, 15 Mei 2015)  
Dalam mengembangkan instrumen penilaian 
jurnal dalam pembelajaran PPKn sesuai dengan 
tuntutan kurikulum 2013 sebanyak 8 responden jarang 
mengambangkan instrumen penilaian jurnal. Penilaian 
jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar 
kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang 
kelebihan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan 
dengan sikap dan perilaku. Dalam melakukan penilaian 
jurnal guru hanya mengambil sampel sebagian peserta 
didik saja, artinya guru hanya melakukan penilaian 
tidak secara menyeluruh. Jumlah peserta didik yang 
terlalu banyak membuat guru menjadi kesulitan dalam 
melakukan penilaian. Hal ini sebagaimana penuturan 
dari Bapak Nuswantoro sebagai berikut:  
“…kalau penilaian jurnal itu saya cuma 
mengambil sampel dari beberapa peserta 
didik saja. Kalau saya lakukan penialain 
secara menyeluruh waktunya ya ngak 
cukup mbak. Apalagi jumlah peserta didik 
yang banyak.” ( Jombang, 15 Mei 2015)  
Dalam mengembangkan instrumen penilaian tes 
tulis dalam pembelajaran PPKn sesuai dengan tuntutan 
kurikulum 2013 sebanyak 1 responden jarang dalam 
mengembangkan instrument penilaian tes tulis. Hal ini 
karena dalam mengembangkan tes tulis referensi yang 
dimiliki oleh guru terbatas. Selain itu, untuk membuat 
soal tes tulis guru membutuhkan banyak waktu. Apalagi 
tes tulis bermacam-macam, ada tes uraian dan pilihan 
ganda. Guru membutuhkan waktu 2 sampai dengan 3 
hari untuk membuat soal tes tulis tersebut. Hal ini sesuai 
dengan penuturan dari Bapak Nuswantoro sebagai 
berikut:  
“… kalau saya mengembangakan tes tulis 
itu sulitnya di referensinya mbak, masih 
terbatas sumbernya. Pembuatan soalnya 
juga membutuhkan waktu yang lama. Tes 
tulis kan macem-macem, ada yang uraian 
dan pilihan ganda. Lha itu saya buatnya 
membutuhkan waktu 2-3 hari.” (Jombang, 
15 Mei 2015)  
Dalam mengembangkan instrumen penilaian lisan 
dalam pembelajaran dalam pembelajaran PPKn sesuai 
dengan tuntutan kurikulum 2013, sebanyak 4 
responden jarang dalam mengembangkan instrumen 
penilaian tes lisan. Hal ini karena dalam melakukan 
penialain tes lisan waktu yang banyak untuk 
melakukan penilain ini. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan dari Bapak Nuswantoro sebagai berikut:  
“… pengembangan tes lisan itu 
membutuhkan bnyak waktu, jadi jam 
pembelajaran itu tidak cukup mbak kalau 
saya melakukan penilaian tes lisan. 
Apalagi kalau satu per satu, ya ngak selesai 
mbak.” (Jombang, 15 Mei 2015)  
Dalam mengembangkan instrumen penilaian 
projek dalam pembelajaran PPKn sesuai dengan 
tuntutan kurikulum 2013, sebanyak 10 responden 
jarang dalam mengembangkan penilaian projek. 
Penilaian projek merupakan penilaian tugas-tugas 
belajar yang meliputi kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun 
lisan dalam waktu tertentu. Dalam penilaian projek, 
ketika guru memberikan tugas peserta didik untuk 
melakukan penelitian di lapangan misalnya saja 
melakaukan penelitian tentang pertanian yang ada di 
desa. Peserta didik mencari penyebab mengapa hasil 
pertanian di desa tersebut menurun drastis. Dalam 
melakukan penelitian tersebut, peserta didik tidak mau 
terjun langsung dilapangan. Peserta didik memilih 
untuk memanipulasi data yang ada. Sehingga hasilnya 
pun tidak efektif. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari 
Bapak Nuswantoro sebagai berikut:  
“…dalam penialian projek, peserta didik itu 
sering saya berikan tugas untuk melakukan 
penelitian. Misalnya saja saya suruh untuk 
melakuakn penelitian terkait hasil pertanian 
yang ada di desa, mengapa hasil pertanian 
bisa menurun,  Nah, peserta didik itu 
sulitnya tidak mau terjun ke lapangan 
langsung. Mereka lebih suka untuk 
memanipulasi data yang ada.” ( Jombang, 
15 Mei 2015) 
Dalam mengembangkan instrumen penilaian 
portofolio dalam pembelajaran PPKn sesuai dengan 
tuntutan kurikulum 2013, sebanyak 6 responden jarang 
dalam mengembangkan instrument penilaian 
portofolio. Penilaian berkelanjutnya yang didasarkan 
pada kumpulan informasi yang menunjukkan 
perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu 
periode tertentu. Ketika tugas peserta didik sudah 
dinilai oleh guru, kemudian setelah  tugas tersebut 
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dibagikan kembali kepada peserta didik banyak tugas 
yang sudah hilang atau rusak. Apabila tugas tersebut 
disimpan oleh guru, guru tidak mempunyai tempat 
yang cukup untuk menyimpan tugas-tugas peserta 
didik. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak 
Nuswantoro sebagai berikut: 
“…Ketika tugas peserta didik sudah dinilai 
oleh guru, kemudian setelah  tugas tersebut 
dibagikan kembali kepada peserta didik 
banyak tugas yang sudah hilang atau rusak. 
Apabila tugas tersebut disimpan oleh guru, 
guru tidak mempunyai tempat yang cukup 
untuk menyimpan tugas-tugas peserta didik” 
(Jombang, 15 Mei 2015) 
Dalam mengembangkan instrument penilaian 
praktik dalam pembelajaran PPKn sesuai dengan 
tuntutan kurikulum 2013, sebanyak 9 responden jarang 
dalam mengembangkan penilaian praktik. Penilaian 
praktik merupakan penilaian yang menuntut respon 
berupa keterampilan melakukan suatu aktifitas atau 
perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dalam 
pengembangan penilaian praktik, cara penyampaian 
peserta didik kadang menyimpang dari isi materi 
pembelajaran. Selain itu ketika ada peserta didik yang 
mempresentasikan hasil diskusinya, peserta didik yang 
lain kurang memperhatikan. Sehingga peserta didik 
kurang memahami apa yang disampaikan oleh peserta 
didik yang lain. Hal ini sebagaimana penuturan dari 
Bapak Nuswantoro sebagai berikut:  
“…Dalam pengembangan penilaian 
praktik, cara penyampaian peserta didik 
kadang menyimpang dari isi materi 
pembelajaran. Selain itu ketika ada peserta 
didik yang mempresentasikan hasil 
diskusinya, peserta didik yang lain kurang 
memperhatikan. Sehingga peserta didik 
kurang memahami apa yang disampaikan 
oleh peserta didik yang lain”. (Jombang, 15 
Mei 2015)  
 
Indikator  keempat  dalam analisis ini adalah 
kelengkapan sarana dan prasarana di sekolah. Dari 
indikator tersebut diperoleh hasil yang disajikan dalam 
Tabel 4 berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Tabel 4 Kelengkapan Sarana dan Prasarana Di sekolah 
No Pernyataan 
Prosentase Jawaban 
Sangat 
lengkap 
Lengkap 
Kurang 
lengkap 
Tidak 
lengkap 
22. Terdapat 
kelengkapan 
prasarana 
yang 
mendukung 
di sekolah 
seperti 
gedung yang 
layak  
 
13,04% 
 
86,95% 
 
0% 
 
0% 
23. Terdapat 
kelengkapan 
prasarana 
yang 
mendukung 
dalam proses 
pembelajaran 
seperti ruang 
kelas yang 
memadai  
 
13,04% 
 
86,95% 
 
0% 
 
0% 
24. Terdapat 
kelengkapan 
prasarana 
yang 
mendukung 
dalam proses 
pembelajaran 
seperti 
perpustakaan 
sekolah  
 
17,39% 
 
82,60% 
 
0% 
 
0% 
25. Terdapat 
sarana 
pendukung 
TIK seperti 
laptop dalam 
pembelajaran 
PPKn 
 
30,43% 
 
69,56% 
 
0% 
 
0% 
26. Terdapat 
sarana 
pendukung 
TIK dalam 
proses 
pembelajaran 
seperti LCD 
 
13,04% 
 
52,17% 
 
34,78% 
 
0% 
27. Terdapat 
sarana 
pendukung 
TIK dalam 
proses 
pembelajaran 
seperti 
internet, wifi    
 
17,39% 
 
65,21% 
 
17,39% 
 
0% 
 
Berdasarkan Tabel 4 dengan indikator tentang  
kelengkapan sarana dan prasarana di sekolah untuk item 
nomor 22 dengan pernyataan “ terdapat kelengkapan 
sarana dan prasarana yang mendukung seperti gedung 
yang layak dan item nomor 23 dengan pernytataan “ 
terdapat kelengkapan prasarana yang mendukung dalam 
proses pembelajaran seperti ruang kelas yang memadai”  
yang sama-sama memperoleh prosentase  sebesar 86,95% 
atau sebanyak 20 responden menyatakan lengkap  dan 
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sebanyak 13,04% responden menyatakan sangat lengkap. 
Artinya bahwa untuk item nomor 22 dan 23 tidak 
terdapat hamabatan untuk prasarana  gedung dan ruang 
kelas. Untuk item nomor 24 juga tidak adanya hambatan 
dalam dalam kelengkapan prasarana yang mendukung 
seperti perpustakaan sekolah. Yakni sebesar 82,60% 
responden menyatakan lengkap dan sebanyak 17,39% 
responden menyatakan sangat lengkap.  
Untuk item nomor 25 dengan pernyataan “terdapat 
kelengkapan sarana pendukung TIK seperti laptop dalam 
pembelajaran PPKn” tidak ada hambatan untuk 
ketersediaan sarana seperti laptop dengan prosentase 
sebesar 69,59% responden menyatakan lengkap dan 
30,43% responden menyatakan sangat lengkap. Untuk 
item nomor 26 dengan pernyataan “ terdapat sarana 
pendukung TIK dalam proses pembelajaran seperti LCD” 
sebanyak 34,78% responden menyatakan kurang lengkap 
dalam terdapat sarana pendukung TIK dalam proses 
pembelajaran seperti LCD. Artinya bahwa dari 23 
responden 15 responden menyatakan lengkap dalam 
sarana pendukung TIK dalam proses pembelajaran 
seperti LCD. Sedangkan untuk item nomor 27 dengan 
pernyataan “terdapat sarana pendukung TIK dalam 
proses pembelajaran seperti internet, wifi” sebanyak 
17,39% responden menyatakan kurang lengkapa dalam 
sarana  pendukung TIK dalam proses pembelajaran 
seperti internet, wifi. Artinya bahwa dari 23 responden 
hanya 19 responden yang menyatakan lengkap dalam 
sarana pendukung TIK dalam proses pembelajaran 
seperti internet, wifi.  
Berdasarkan hasil analisis angket tentang indikator 
kelengkapan sarana dan prasarana di sekolah, masih 
terdapat hambatan-hambatan dalam sarana yang ada di 
sekolah seperti LCD dan Wifi. Hambatan yang pertama 
yaitu sebanyak 8 responden menyatakan kurang lengkap 
dalam ketersediaan sarana pendukung TIK seperti LCD. 
Untuk setiap kelas sudah terdapat LCD masing-masing. 
Akan tetapi kabel penghubung laptop dengan LCD banyak 
yang rusak, sehingga LCD tersebut tidak bisa digunakan. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Nuswantoro 
sebagai berikut:  
“…kalau LCD setiap kelas sudah ada. Akan 
tetapi untukkabel penghubung anatara LCD 
dengan laptop banyak yang rusak. Sehingga 
tidak bisa digunakan.” ( Jombang, 15 Mei 2015)  
Selain itu sebanyak 4 responden menyatakan untuk 
sarana pendukung TIK seperti wifi kurang lengkap. Wifi  
yang ada di sekolah sebenarnya sudah ada, akan tetapi 
jangkauannya masih terbatas dan kecepatannya juga 
kurang cepat dalam mengakses. Hal ini sebagaimana 
penuturan dari Bapak Nuswantoro sebagai berikut:  
“… wifi yang ada di sekolah itu tidak bisa 
menjangkau ke kelas-kelas dan jaringannya juga 
kurang cepat untuk mengakses internet.” 
(Jombang, 15 Mei 2015)  
Indikator  kelima  dalam analisis ini adalah 
ketersediaan bahan ajar (buku ajar) di sekolah. Dari 
indikator tersebut diperoleh hasil yang disajikan pada 
Tabel  5  berikut: 
Tabel 5 Ketersediaan Bahan Ajar (Buku Pelajaran) di 
Sekolah 
No Pernyataan Prosentase Jawaban 
Sudah / iya 
Belum / 
tidak 
29 Apakah buku siswa di 
sekolah Bapak/Ibu 
mengajar sudah diterima? 
 
21,73% 
 
65,21% 
30 Kalau sudah diterima, 
apakah tepat waktu sebelum 
tahun pelajaran dimulai? 
 
0% 
 
100% 
 
Berdasarkan Tabel 5 dengan indikator  ketersediaan 
bahan ajar (buku pelajaran) di sekolah, untuk item nomor 
29 dengan perolehan prosentase sebesar 65,21% atau 
sebanyak 15 responden menyatakan bahwa buku siswa di 
sekolah belum diterima. Artinya bahwa dari 23 
responden hanya 5 responden yang menyakan bahwa 
buku siswa sudah diterima. Kemudian untuk item nomor 
30 sebanyak 23 responden atau dengan prosentase 
sebesar 100%, responden menyatakan  bahwa buku siswa 
tidak tepat waktu sebelum tahun pelajaran dimulai.  
Hal ini di dukung oleh hasil wawancara dari Ibu 
Sulatifah, yang menyatakan sebagai berikut:  
“…buku guru dan buku siswa itu memang 
dari awal di terapkannya kurikulum  2013 
sudah terlambat pengirimannya mbak,  kalau 
sudah datang ya tidak tepat waktu. Saya ya 
kasihan sama anak-anak. Kalau seperti itu 
terus kan nanti mereka tidak bisa memahami 
materi dengan baik. Di perpustakaan itu juga 
ada buku siswa tapi jumlahnya ya sedikit. 
Kalau saya menyuruh untuk foto kopi buku, 
kan ya tidak semua anak itu mampu 
mbak…” (Jombang,18 Maret 2015) 
Berdasarkan hasil wawancara Ibu Sulatifah, 
buku guru dan buku siswa yang mengalami 
keterlambatan dalam hal pengiriman akan 
berdampak pada pemahaman materi peserta didik 
yang kurang baik. Meskipun perpustakaan sekolah 
sudah menyediakan buku siswa, akan tetapi 
jumlahnya terbatas. Buku siswa yang disediakan 
oleh pemerintah sering mengalami keterlambatan 
dalam hal pengiriman. Pengiriman buku siswa 
tersebut juga tidak tepat waktu sebelum tahun 
pelajaran dimulai. Apabila buku tersebut sudah 
dikirim, jumlahnya kadang-kadang hanya beberapa 
buku saja dan tidak mencukupi jumlah semua siswa. 
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Misalnya saja ketika semester ganjil sudah selesai 
dilaksanakan, buku siswa baru diterima oleh 
sekolah. Keterlambatan pengiriman buku siswa 
tersebut, dapat mempengaruhi  kelancaran kegiatan 
belajar mengajar 
 
Solusi Hambatan Guru SMA Dalam 
Mengimplementasikan Kurikulum 2013 Pada Mata 
Pelajaran PPKn Di Kabupaten Jombang  
Solusi untuk indikator kemampuan guru dalam 
menerapkan kurikulum 2013 yaitu berdasarkan hasil 
wawancara dengan narasumber, Bapak M. Zainul Abidin, 
S.Pd sebagai berikut:  
“...Kalau guru yang tergabung dalam MGMP 
PPKn  sering mengikuti pelatihan dan 
sosialisasi tentang kurikulum 2013. Dalam 
MGMP PPKn juga sering diadakan sharing 
dengan teman-teman sesama guru PPKn yang 
belum memahami tentang kurikulum 2013. 
Sehingga dapat membantu serta berbagi 
informasi bagi guru yang masih belum 
memahami tentang kurikulum 2013. …”. 
(Jombang,18 Maret 2015) 
Berdasarkan hasil wawancara Bapak M.Zainul 
Abidin, S.Pd tersebut dengan diadakannya sosialisasi 
dan pelatihan tentang kurikulum 2013, dapat 
membantu guru mata Pelajaran PPKn untuk lebih 
memahami tentang kurikulum 2013. Guru-guru 
tersebut juga dapat saling bertukar informasi atau 
sharing terkait kurikulum 2013. Sehingga bapak/ibu 
guru PPKn  dapat saling membantu antar guru yang 
satu dengan guru yang lain untuk mengatasi hambatan 
dalam kurikulum 2013. Kemudian hal tersebut juga 
diperkuat dengan hasil wawancara oleh Ibu Dra. 
Sulatifah, sebagai berikut:  
“…kalau Diklat dan sosialisasi tentang 
kurikulum  2013 memang sering diadakan. 
Dalam menyusun RPP, soal-soal juga disusun 
secara bersama-sama dalam kegiatan MGMP 
PPKn dan saya dapat bertanya dengan guru 
PPKn yang lain. Bukan hanya itu, kita disni 
selalu berdiskusi tentang kesulitan-kesulitan 
dalam mengajar dan memecahkan persoalan 
tersebut dengan bermusyawarah.”. 
(Jombang,18 Maret 2015) 
Berdasarkan hasil wawancara Ibu Dra Sulatifah, 
bahwa dengan adanya kegiatan MGMP PPKn sangat 
membantu guru dalam memecahkan persoalan yang 
dihadapi guru dalam mengajar. Dengan  saling 
berdiskusi guru akan lebih mudah memecahkan masalah 
yang dihadapi dalam mengajar. Dalam membuat 
perangkat pembelajaran juga dikerjakan secara bersama-
sama sehingga menjadi lebih mudah dan lebih ringan. 
Selain itu, hasil wawancara dari Bapak Ahmad Jazuli 
menyatakan bahwa: 
"… meskipun materi pembelajaran PPKn 
tersebut sama dengan materi pembelajaran 
pada kurikulum 2006 (KTSP), kita sebagai 
guru juga mengembangkan materi 
pembelajaran supaya tidak hanya itu-itu 
saja. Jadi kita tidak hanya berpaku pada 
buku saja, akan tetapi mencari materi di 
internet. Seperti download video, dengan 
adanya video pembelajaran nantinya akan 
lebih menarik lagi…” (Jombang, 18 Maret 
2015) 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut 
pengembangan materi pembelajaran PPKn yang tidak 
hanya bersumber pada buku saja akan tetapi dengan 
mencari sumber lain di internet seperti video 
pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan 
diajarkan akan membuat materi pelajaran PPKn 
menjadi lebih menarik.  
Solusi guru dalam indikator strategi 
pembelajaran dalam kurikulum 2013 berdasarkan hail 
wawancara dengan guru PPKn yang ada di MGMP 
PPKn di kabupaten Jombang. Berdasarkan penuturan 
dari Dra. Dwi Wahyu Utami, sebagai berikut:  
“…saya awalnya menerapkan kurikulum 
2013 memang sulit. Karena peserta didik 
sudah terbiasa dengan kondisi pembelajaran 
yang  pada mulanya peserta didik di jelaskan 
materi sepenuhnya oleh guru sekarang 
peserta didik yang harus aktif dalam 
pembelajaran. Tentunya peserta didik juga 
tidak mudah untuk mengubah kebiasaan 
sebelumnya. Akan tetapi, setelah beberapa 
kali proses pembelajaran berlangsung, peserta 
didik sudah mulai terbiasa dengan kondisi 
tersebut terutama pada  pendekatan saintifik 
dalam proses pembelajaran PPKn. Memang 
pada kurikulum 2013, peserta didik harus 
dituntut aktif dan guru sebagai motivator dan 
fasilitator dalam pembelajaran. Dan peserta 
didik  sangat antusias sekali, mudah untuk 
diajak aktif dalam proses pembelajaran. 
Apalagi sekarang ini anak-anak sudah pandai 
dalam tehnologi jadi kalau  di buku tidak ada 
bisa browsing di internet ..”. (Jombang, 18 
Maret 2015)  
Berdasarkan hasil wawancara Dra. Dwi Utami, 
penerapan kurikulum 2013 harus dilakukan secara 
perlahan supaya peserta didik mampu beradaptasi dalam 
proses pembelajaran. Peserta didik akan terbiasa dengan 
dengan proses pembelajaran yang menggunakan 
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pendekatan saintifik. Pada kurikulum sebelumnya, yang 
semula peserta didik mengandalkan guru dalam 
pembelajaran, sekarang peserta didik yang harus aktif 
dalam pembelajaran.  Peserta didik juga mempunyai 
antusia yang tinggi dalam pembelajaran, sehingga 
mudah untuk diajak aktif dalam proses pembelajaran 
PPKn.  Apalagi sekarang ini peserta didik pandai dalam 
hal tehnologi, peserta didik dapat mengakses materi 
pembelajaran di internet. Hal tersebut juga ditambahkan 
dengan   hasil wawancara dari Sri Indiati sebagai 
berikut:  
“. .. dalam proses pembelajaran saya juga 
memadukan pendekatan saintifik dengan 
model-model pembelajaran. Akan tetapi 
tidak semua model pembelajaran itu 
sesuai dengan materi yang akan di ajarkan 
kepada peserta didik. Sehingga guru harus 
pandai dalam memilih model 
pembelajaran yang sesuai dengan materi 
pembelajaran. Dalam buku guru kadang 
sudah ditentukan menggunakan model 
pembelajaran tertentu, akan tetapi guru 
disini bisa mengembangkan kreatifitasnya 
sesuai dengan kondisi peserta didiknya. 
Dengan model pembelajaran yang 
bervariasi maka peserta didik menjadi 
lebih mudah memahami materi yang 
disampaikan oleh guru…”.  (Jombang, 18 
Maret 2015)  
Berdasarkan pernyataan hasil wawancara Sri 
Indiati tersebut bahwa didalam menggunakan metode 
pembelajaran harus menyesuaikan dengan materi 
pembelajaran. Karena tidak semua model pembelajaran 
tersebut sesuai dengan isi materi pembelajaran. 
Meskipun dalam buku guru kadang sudah ditentukan 
menggunakan model pembelajaran tertentu, guru juga 
bisa mengembangkan kreatifitasnya  untuk 
mengembangkan model pembelajaran yang menarik. 
Sehingga peserta didik menjadi lebih mudah dalam 
memaahami materi pemebelajaran PPKn.  
Solusi pada indikator penilaian dalam kurikulum 
2013, pada mata pelajaran PPKn, seperti pernyataan 
hasil wawancara dari Ahmad Jazuli sebagai berikut: 
“…untuk mempermudah dalam 
melakukan penilaian pembelajaran, 
peserta didik itu saya suruh untuk 
membuat papan nama yang kemudian 
saya suruh meletakkan di depan mejanya 
masing-masing. Jadi kalau saya ngak hafal 
anaknya, saya ya bisa melihat papan 
namanya. Jadi setiap pelajaran PPKn 
berlangsung, anak-anak harus membawa 
papan nama tersebut. Kemudian dalam 
mengolah hasil penilaian juga di 
permudah dengan adanya software 
penilaian kurikulum 2013. Jadi meskipun 
penilaiannya banyak dengan adanya 
software tersebut jadi lebih cepat selesai 
mengolah hasil penialaiannya…” 
(Jombang, 18 Maret 2015) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak 
Ahmad Jazuli, bahwa dalam melakukan penilaain 
kurikulum 2013 peserta didik diwajibkan untuk 
membawa papan nama. Papan nama tersebut sangat 
membantu guru apabila guru tersebut tidak hafal dengan 
nama peserta didik. Sehingga pada waktu melakukan 
penilaian, menjadi lebih mudah. Kemudian, dalam 
mengolah hasil penilaian peserta didik, guru sudah 
mempunyai software penilaian kurikulum 2013.  Jadi 
dalam mengolah hasil penilaian akan menjadi lebih 
mudah dan lebih cepat. Kemudian Dra. Tri Relawati juga 
menyatakan sebagai berikut: 
“…kalau pun saya tidak hafal dengan 
nama anak-anak, kan setiap pagi hari itu 
ada pembiasaan-pembiasaan karakter. 
Jadi lama-lama kan saya hafal dengan 
mereka. Kemudian, kalau didalam kelas 
pun saya juga memperhatikan mereka. 
Meskipun pelajaran PPKn hanya 90 menit 
per minggunya. Tapi setelah beberapa kali 
pembelajaran saya juga hafal dengan 
mereka. Kemudian dalam mengolah hasil 
penilaian itu yang memang agak berat, 
jadi antara guru yang satu dengan yang 
lain saling membantu. supaya cepat 
selesai…”( Jombang, 18 Maret 2015).  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Dra Tri 
Relawati bahwa, dengan adanya pembiasaan karakter 
disekolah, akan mempermudah guru dalam menghafal 
peserta didik. Kemudian dalam proses pembelajaran, 
guru juga melakukan pengamatan terhadap peserta 
didik.sehingga dengan hafal nam-nama peserta didikakan 
mempermudah untuk melalukan penilaian. Dalam 
mengolah hasil penilaian, antar guru yang satu dengan 
guru yang lain saling membantu, sehingga mengolah nilai 
menjadi lebih cepat.  
Solusi dengan indikator kelengkapan sarana dan 
prasarana disekolah, sebagaimana penuturan dari  Bapak 
M.Zainul Abidin, S.Pd sebagai berikut: 
“…Hanya beberapa sekolah 
saja yang sarananya masih terbatas. 
Seperti LCD, dan wifi. Kemudian 
ada juga sekolah yang wifi nya tidak 
bisa menjangkau kelas-kelas, akan 
tetapi hanya ditempat tertentu. Lha 
itu, peserta didik kan ada  yang 
membawa laptop dan modem. Jadi 
kalau misalnya sinyalnya susah bisa 
terbantu dengan hal tersebut. Untuk 
LCD,  tidak semua sekolah yang 
setiap kelasnya dilengkapi dengan 
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LCD, tapi disekolah tersebut sudah 
mempunyai LCD, jadi bisa 
digunakan secara bergantian dengan 
guru yang lain …” (Jombang, 18 
Maret 2015)  
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa 
kelengkapan sarana dan prasarana sekolah SMA yang 
ada di kabupaten Jombang sudah baik dan lengkap. 
Hanya saja, ada beberapa sekolah yang sarananya 
masih terbatas. Misalnya saja seperti LCD, dan wifi. 
Penggunaan LCD  yang jumlahnya masih terbatas, bisa 
digunakan bergantian antara guru yang satu dengan 
yang lain. Wifi sekolah yang tidak bisa menjangkau 
ruang-ruang kelas, dapat diatasi dengan peserta didik 
yang membawa laptop dan modem ketika di sekolah. 
Apabila wifi tersebut hanya bisa menjangkau di 
tempat-tempat tertentu, peserta didik dapat browsing 
menggunakan modem.  
Solusi dengan indikator ketersediaan bahan ajar 
(buku pelajaran) di sekolah, sebagaimana penuturan dari 
t hasil wawancara  dengan Ibu Dwi Wahyu Utami: 
“ untuk mengatasi keterlambatan 
pengiriman buku siswa, yang 
memang sering terlambat dalam hal  
pengiriman, dalam kegiatan MGMP 
PPKn kami sepakat untuk menyusun  
buku KLKPD PPKn. jadi kalau 
misalnya buku siswa tersebut belum 
dikirim, bisa menggunakan  buku 
KLKPD PPKn. Kemudian untuk 
menambah materi, anak-anak juga 
saya foto kopikan materi pelajaran 
PPKn…” (Jombang, 18 Maret 2015)  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu 
Dwi Wahyu Utami, bahwa keterlambatan 
pengiriman buku siswa dapat di siasati dengan 
menggunakan buku KLKPD (Kumpulan Lembar 
Kerja Peserta Didik) PPKn yang disusun oleh guru-
guru anggota MGMP PPKn di kabupaten Jombang.  
Selain menggunakan buku tersebut, guru juga 
memberikan materi tambahan yang di foto kopikan 
kemudian dibagi kepada peserta didik. Selain itu 
juga ditambahkan  hasil wawancara dengan Ibu Dra. 
Sulatifah sebagai berikut: 
“… kita ya tidak bisa bergantung 
pada buku siswa saja, karena buku 
tersebut sering terlambat 
pengirimannya. Jadi saya 
menggunakan buku KLKPD PPKn 
yang dari MGMP PPKn. Selain itu 60 
% dari peserta didik kalau sekolah itu 
membawa laptop. Jadi saya berikan 
soft copy buku siswanya. Jadi 
misalnya dengan itu, peserta didik 
masih belum paham materi 
pembelajaran, saya mengizinkan 
mereka untuk mencari materi di 
perpustakaan dan  internet…”( 
Jombang, 18 Maret 2015) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. 
Sulatifah, bahwa selain untuk mengatasi keterlambatan 
dalam hal pengiriman buku siswa, selain menggunakan 
buku KLKPD guru juga memberikan soft copy buku 
siswa kepada peserta didik. Kemudian, apabila materi 
tersebut masih kurang maka peserta didik diizinkan 
untuk mencari materi di perpustakaan dan internet.  
 
Pembahasan  
 Pada tahun 2013 di Indonesia mengimplementasikan 
kurikulum 2013. Perbedaan yang ada  pada kurikulum 
2006 (KTSP) dengan kurikulum 2013 akan ada suatu 
hambatan dalam pelakasanaannya. Hal ini dikarenakan 
dalam pelaksanaan kurikulum 2013 berhubungan dengan 
aspek dalam sistem pendidikan baik aspek instrumenal, 
maupun environment input. Dalam kaitannya dengan 
instrumenal input, berhubungan guru sebagai ujung 
tombak pelaksana kurikulum di lapangan dan bahan ajar 
sebagai sumber belajar. Sedangkan dalam enviromental  
input, pemberlakuan kurikulum berhubungan dengan 
sarana dan prasarana pembelajaran yang termasuk dalam 
perangkat TIK. 
Sejak diberlakukannya surat edaran 
Mendikdasmen No. 179342/MKP/KR/2014 tanggal 5 
Desember 2014 yaitu tentang pemberhentian sementara 
kurikulum 2013, pada awalnya semua  SMA negeri di 
Kabupaten Jombang sudah mengimplementasikan 
kurikulum 2013. Akan tetapi setelah diberlakukannya 
surat edaran tersebut, maka pada tahun pelajaran 
2015/2016 hanya ada 6 sekolah saja yang 
mengimplementasikan kurikulum 2013. Sekolah tersebut 
ialah SMA Negeri 1 Jombang, SMA Negeri 2 Jombang, 
SMA Negeri 3 Jombang, SMA Negeri Mojoagung, SMA 
Negeri Bandar Kedung Mulyo, dan SMA Negeri 
Jogoroto. Sedangkan sekolah yang lainnya kembali pada 
kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2006 (KTSP).  
Berdasarkan hasil penelitian tentang hambatan guru 
dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 pada mata 
pelajaran PPKn di Kabupaten Jombang masih terdapat 
hambatan-hambatan dalam  pelaksanaannya. 
Hambatan Guru SMA Dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013  
 
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Sulit 
Jarang 
Tidak tepat waktu
Kurang Lengkap
            Gambar  1 
Grafik Hambatan Guru Dalam 
Mengimplementasikan Kurikulum 2013 Pada Mata 
Pelajaran PPKn Di Kabupaten Jombang 
 
Berdasarkan gambar 1 tentang hambatan 
guru dalam mengimplementasikan kurikulum 
2013 pada mata pelajaran PPKn di Kabupaten 
Jombang, guru masih mengalami kesulitan dalam 
mengimplementasikan kurikulum 2013 pada 
mata pelajaran PPKn. Pada perencanaan 
pembelajaran, guru masih mengalami kesulitan 
dalam pemahaman dan penguasaan terhadap 
kurikulum 2013, merencanakan RPP, dan 
mengembangkan materi pembelajaran. Dalam 
pelaksanaan pembelajaran, guru 
mengalamikesulitan ketika menerapkan 
pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn. 
Selain itu, guru juga mengalami kesulitan dalam 
menerapkan model-model pembelajaran dalam 
pembelajaran PPKn, seperti model pembelajaran 
inquiry, model pembelajaran Problem Based 
Learning (PBL), model pembelajaran Project 
based learning, dan model pembelajaran 
discovery. Pada penilaian pembelajaran 
(assessment) guru juga jarang dalam 
mengembangkan instrument penilaian, baik itu 
penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor. Untuk 
ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah, 
hanya sarana berupa LCD dan wifi yang kurang 
lengkap. Kemudian pada bahan ajar (buku siswa) 
sering mengalami keterlambatan dalam 
pengiriman, sehingga mengganggu proses belajar 
mengajar.  
Keberhasilan suatu implementasi atau 
pelaksanaan kebijakan menurut George Edward 
III yang berperan penting adalah komunikasi, 
Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birkorasi. 
Pertama adalah komunikasi, komunikasi 
merupakan proses penyampaian informasi dari 
komunikator kepada komunikan. Sementara itu, 
komunikasi kebijakan berarti merupakan proses 
penyampaian informasi kebijakan dari pembuat 
kebijakan (policy makers) kepada pelaksana 
Kebijakan (policy implementors) (Widodo, 
2011:197). Komunikasi dalam kebijakan 
mencakup beberapa dimensi penting yaitu 
transformasi informasi (transmisi) dimana 
dimensi ini mengendaki agar informasi tidak 
hanya disampaikan kepada pelaksana tetapi juga 
kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait 
agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan 
baik. 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan, komunikasi antara pembuat kebijakan 
(pemerintah) dengan pelaksana kebijakan (guru) 
yakni dengan melakukan sosialisasi dan diklat 
kurikulum 2013 yang dilakukan oleh pembuat 
kebijakan terhadap guru  memang sering 
dilakukan. Akan tetapi masih ada beberapa guru 
yang belum memahami dan menguasai kurikulum 
2013. Beberapa guru masih kesulitan dalam 
mengimplementasikan kurikulum 2013. Seperti 
dalam perencanaan pembelajaran yaitu menyusun 
RPP, mengembangkan materi pembelajaran, dan 
pemahaman terhadap kurikulum 2013. Dalam 
pelaksanaan pembelajaran guru juga mengalami 
kesulitan dalam menerapkan pendekatan saintifik 
dalam pembelajaran PPKn dan menerapkan 
model-model pembelajaran dalam kurikulum 
2013. Untuk assessment atau penilaian, guru juga 
jarang dalam mengembangkan instrument 
penilaian seperti pada penilaian afektif, kognitif, 
dan psikomotor. Untuk sarana pembelajaran juga 
jumlahnya masih terbatas seperti LCD dan wifi 
sekolah yang jangkauannya kurang luas. Bahan 
ajar (buku siswa) yang sering terlambat dalam 
pengiriman, membuat proses belajar mengajar 
menjadi terganggu.  
 Selain itu kurikulum 2013 apabila di 
terapkan kepada kelompok sasaran yaitu peserta 
didik, peserta didik masih mengalami kesulitan 
dalam beradaptasi dengan kurikulum 2013. Pada 
kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2006 
(KTSP) peserta didik sudah terbiasa dengan 
diberikan informasi oleh guru. Akan tetapi 
dengan adanya kurikulum 2013, peserta didik 
dituntut aktif dalam pembelajaran. Peserta didik 
mengalami kesulitan dalam menganalisis dan 
menalar konsep-konsep yang ada dalam 
pembelajaran. Peserta didik juga kesulitan ketika 
harus mencari informasi dari sumber internet, 
karena wifi yang ada di sekolah kurang cepat 
apabila digunakan untuk mengakses internet.   
Kedua adalah sumberdaya, sumberdaya, 
di sini berkaitan dengan segala sumber yang 
dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan 
implementasi kebijakan. Sumberdaya ini 
mencakup sumberdaya manusia, anggaran, 
fasilitas. Sumber daya manusia merupakan 
sumber daya yang penting dalam proses 
pelaksanaan kurikulum 2013, karena pada 
dasarnya sumber daya manusia adalah penggerak 
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dari suatu kebijakan. Guru sebagai pelakasana 
kebijakan kurikulum 2013, mempunyai peran 
yang sangat penting bagi keberhasilan 
implementasi kurikulum 2013. Guru harus 
mempunyai kompetensi yang baik, akan tetapi 
untuk penguasaan TIK ada beberapa guru yang 
mengalami kesulitan dalam menggunakan 
komputer.  Hal ini karena ada beberapa guru yang 
usianya mendekati pensiun, yang membuat guru 
tersebut menjadi kesulitan dalam penggunaan 
TIK. Kemudian fasilitas atau sarana prasarana 
merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 
dalam implementasi kebijakan. Pengadaan 
fasilitas layak seperti gedung, peralatan kantor 
akan menunjang keberhasilan suatu progam. 
Fasilitas wifi yang ada di sekolah yang kurang 
cepat apabila digunakan untuk mengakses 
internet membuat guru dan peserta didik menjadi 
terhambat untuk mencari sumber informasi. 
Persediaan buku yang ada di perpustakaan juga 
masih terbatas. Selain wifi yang ada di sekolah, 
jumlah LCD yang terbatas membuat guru harus 
bergantian dalam menggunakan LCD. Meskipun 
ada sekolah yang sudah setiap kelas sudah 
dilengkapi dengan LCD, akan tetapi kabel 
penghubung antara laptop dengan LCD banyak 
yang rusak.  
Ketiga adalah disposisi. disposisi 
merupakan karakter penting yang dimiliki para 
pelaksana kebijakan, seperti komitmen, 
kejujuran, tanggungjawab. Sejauh ini dalam 
mengimplementasikan kurikulum 2013, 
bapak/ibu guru dalam MGMP PPKn mempunyai 
komitmen, kejujuran, dan tanggung jawab yang 
baik. Seperti dengan terlambatnya pengiriman 
buku siswa, bapak/ibu guru MGMP PPKn 
membuat buku KLKPD PPKn (Kumpulan 
Lembar Kerja Peserta Didik) untuk mensiasati 
keterlambatan buku siswa. Selain itu, bapak/ibu 
guru saling berbagi informasi atau sharing 
dengan anggota MGMP PPKn. Bapak/Ibu guru 
juga saling membantu guru yang 
mengalamikesulitan. Misalnya saja dalam 
menyusun perangkat pembelajaran.  
Keempat adalah struktur birokrasi, 
struktur birokrasi menurut Edward III juga bagian 
terpenting dalam sebuah proses implementasi. 
Setiap kebijakan publik harus memiliki pedoman 
kerja yang baik yang merupakan kegiatan rutin  
yang memungkinkan pegawai untuk 
melaksanakan kegiatant tiap harinya sesuai 
dengan standar yang ditetapkan. Dalam 
melaksanakan pembelajaran, bapak/ibu guru 
mengacu pada Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat 
sebelumnya. Akan tetapi masih ada beberapa 
guru yang kesulitan dalam menyusun RPP sesuai 
dengan kurikulum 2013. Selain mengacu pada 
RPP bapak/ibu guru juga mengacu pada 
Permendikbud yang telah dibuat oleh pemerintah, 
yakni permendikbud No 59 tahun 2014 tentang 
kurikulum 2013 sekolah mengah atas / madrasah 
aliyah.  
Berikut merupakan solusi dari hambatan guru 
dalam implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran 
PPKn di kabupaten Jombang berdasarkan hasil 
wawancara dengan bapak/ibu guru MGMP PPKn di 
kabupaten Jombang:Solusi kemampuan guru dalam 
menerapkan kurikulum 2013  adalah sebagai berikut:  
Dengan sering diadakannya pelatihan (Diklat) dan 
sosialisasi tentang kurikulum 2013 akan mempermudah 
guru dalam memahami tentang kurikulum 2013. 
Kemudian guru bisa sharing atau saling bertukar 
informasi dengan sesama guru PPKn yang ada di MGMP 
PPKn. Guru yang mengalami kesulitan dapat 
memperoleh masukan dari guru yang lebih paham. 
Dalam menyusun perangkat pembelajaran, soal-soal 
ulangan harian, ulangan semester, dan ulangan kenaikan 
kelas guru-guru PPKn saling berdiskusi dan saling 
membagi tugas  dengan anggota MGMP PPKn sehingga 
apabila ada kesulitan, dapat bertanya pada guru yang 
lebih memahami. Dalam mengembangkan materi 
pembelajaran guru  tidak hanya berpaku pada buku guru 
dan buku siswa akan tetapi dengan mencari refensi lain 
seperti  buku dan internet. 
Solusi Strategi Pembelajaran Dalam Kurikulum 
2013 adalah sebagi berikut: Guru  membiasakan peserta 
didik untuk aktif dalam pembelajaran dengan mengubah 
kebiasaan peserta didik yang semula pasif dalam 
pembelajaran menjadi aktif dalam pembelajaran. 
Kemudian guru harus pandai dalam memilih model 
pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. 
Karena tidak semua model pembelajaran sesuai dengan 
isi materi pelajaran PPKn. Guru juga mengembangkan 
kreatifitas untuk membuat model pembelajaran yang 
menarik, sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik 
untuk mengikuti pembelajaran dan mudah dalam 
memahami materi pembelajaran.  
Solusi Penilaian Dalam Kurikulum 2013 adalah 
sebagai berikut: Dengan banyaknya jumlah peserta didik, 
guru  menginstruksikan kepada peserta didik untuk 
membuat papan nama Prasarana yang meliputi gedung 
sekolah, ruang kelas yang memadai, dan perpustakaan 
sekolah yang ada  SMA kabupaten Jombang sudah baik 
dan lengkap. Akan tetapi  untuk sekolah yang sarananya 
masih terbatas, seperti LCD dan wifi. Wifi sekolah yang 
hanya bisa digunakan di tempat-tempat tertentu dan tidak 
bisa menjangkau di kelas-kelas, peserta didik membawa 
laptop dan modem sendiri. Sehingga lebih mudah dalam 
mengakses informasi dari internet.  
LCD di sekolah yang jumlahnya masih terbatas, 
LCD dapat digunakan dengan bergantian antara guru 
yang satu dengan yang lain  Supaya guru  lebih mudah 
dalam menghafal nama peserta didik. Guru juga 
melakukan pembiasaan-pembiasan karakter ketika pagi 
hari dan melakukan pengamatan ketika proses belajar 
mengajar berlangsung. Hal ini dilakukan oleh guru 
terutama dalam melakukan penilaian sikap dan penilaian 
keterampilan. Dalam mengolah hasil penilaian, guru 
menggunakan software penilaian kurikulum 2013,  
sehingga menjadi lebih mudah dan lebih cepat dalam 
mengolah hasil penilaian. Kemudian antara guru yang 
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satu dengan yang lain saling membantu apabila ada guru 
yang kesulitan didalam penilaian. 
 Solusi Kelengkapan Sarana dan Prasarana Di 
Sekolah sebagai berikut: Prasarana yang meliputi gedung 
sekolah, ruang kelas yang memadai, dan perpustakaan 
sekolah yang ada  SMA kabupaten Jombang sudah baik 
dan lengkap. Akan tetapi  untuk sekolah yang sarananya 
masih terbatas, seperti LCD dan wifi. Wifi sekolah yang 
hanya bisa digunakan di tempat-tempat tertentu dan tidak 
bisa menjangkau di kelas-kelas, peserta didik membawa 
laptop dan modem sendiri. Sehingga lebih mudah dalam 
mengakses informasi dari internet. Dan untuk LCD di 
sekolah yang jumlahnya masih terbatas, LCD dapat 
digunakan dengan bergantian antara guru yang satu 
dengan yang lain   
Solusi Ketersediaan Bahan Ajar (buku pelajaran) 
di sekolah senagai berikut:  Dengan keterlambatan 
pengiriman buku siswa, Bapak/Ibu guru MGMP PPKn 
.menyusun buku KLKPD PPKn untuk mengatasi 
keterlambatan dalam pengiriman buku siswa. Selain itu, 
guru juga memberikan tambahan materi kepada peserta 
didik dengan memberikan foto kopi materi pembelajaran 
yang berasal dari referensi selain buku guru dan buku 
siswa. Guru juga memberikan soft copy buku siswa 
kepada peserta didik. Sebagian besar peserta didik 
membawa laptop ketika di sekolah. Peserta didik juga di 
izinkan mencari materi pembelajaran di perpustakaan 
sekolah dan sumber lain di internet. Menurut Mulyasa 
(2013:11) keberhasilan implementasi kurikulum 2013 
juga dapat dilihat dari indikator–indikator perubahan 
sebagai berikut:  
(1) adanya lulusan yang berkualitas, 
produktif, kreatif, dan mandiri; (2) adanya  
peningkatan mutu pembelajaran; (3) 
adanya peningkatan efisiensi dan 
efektifitas pengelolaan dan 
pendayagunaan sumber belajar; (4) 
adanya peningkatan perhatian serta 
partisipasi masyarakat; (5) adanya 
peningkatan tanggung jawab sekolah; (6) 
tumbuhnya sikap, keterampilan, dan 
pengetahuan secara utuh di kalangan 
peserta didik; (7) terwujudnya 
pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan 
menyenangkan (PAKEM); (8) terciptanya 
iklim yang aman, nyaman dan tertib, 
sehingga pembelajaran dapat berlangsung 
dengan tenang dan menyenangkan ( 
joyfull learning); (9) adanya proses 
evaluasi dan perbaikan secara 
berkelanjutan ( continous quality 
improvement). 
Berdasarkan  pendapat dari Mulyasa 
tersebut, bahwa keberhasilan dari implementasi 
kurikulum 2013 sebenarnya bukan hanya 
bergantung dari guru saja. Akan tetapi bisa berasal 
dari peserta didik, sekolah, dan masyarakat. 
Berbagai solusi dari hambatan guru dalam 
implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran 
PPKn di Kabupaten Jombang tersebut, diharapkan 
kedepannya implementasi dari kurikulum 2013 
pada mata pelajaran PPKn di Kabupaten Jombang 
bisa terlaksana menjadi lebih baik lagi. 
PENUTUP 
Simpulan.  
Berdasarkan hasil penelitian tentang hambatan guru 
dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, dapat 
disimpulkan bahwa masih terdapat hambatan guru dalam 
mengimplementasikan kurikulum 2013. Hambatan yang 
paling besar yaitu pada ketersediaan bahan ajar (buku 
pelajaran di sekolah). Buku pelajaran yaitu buku siswa 
sering mengalami keterlambatan dalam pengiriman. 
Dengan mencapai prosentase sebesar 100%. Artinya 
bahwa, untuk buku siswa sering mengalami 
keterlambatan dalam hal pengiriman, sehingga dapat 
mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Untuk 
solusi dalam mengatasi keterlambatan dalam pengiriman 
buku siswa yaitu Bapak/ibu MGMP PPKn di Kabupaten 
Jombang menyusun buku KLKPD PPKn ( kumpulan 
Lembar Kerja Peserta Didik) yang digunakan sebagai 
pengganti buku siswa di sekolah. Selain itu, guru juga 
memberikan materi tambahan  kepada peserta didik, 
dengan memeberikan foto kopi materi pembelajaran yang 
berasal dari referensi lain selain buku guru dan buku 
siswa. Guru juga memberikan soft copy buku siswa 
kepada peserta didik, dan guru juga memberikan 
kebebasan kepada peserta didik untuk mencari materi 
pembelajaran di perpustakaan sekolah dan sumber lain di 
internet. 
 
Saran  
Berdasarkan hasil pemaparan dari bab empat, maka saran 
dan masukan pada penelitian ini yaitu guru harus 
memaksimalkan segala kemampuan yang dimiliki untuk 
mengimplementasikan kurikulum 2013, karena dengan 
adanya hambatan dalam implementasi kurikulum 2013 
akan menjadi tantangan tersendiri bagi guru untuk bisa 
menjadi lebih baik dalam melaksanakan pembelajaran.  
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